BABYV
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai perkara putusan
sengketa ekonomi syariah dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Btl dapat
ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam penetapan besaran biaya ganti rugi
atau ta’widh adalah pasal 1338 KUHPerdata yang didalamnya memuat
tentang kebebasan berkontrak dan Fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN-
MUI/VIII/2004 yang mendukung serta sejalan dengan pasal 1338
KUHPerdata. Dalam hal ini Fatwa DSN MUI Nomor 43 tahun 2004 tentang
ganti rugi atau ta’'widh ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum
penetapan ganti rugi walaupun seharusnya ini adalah dasar hukum yang
harus dijadikan acuan dalam penetapan ganti rugi atau ta'widh itu sendiri
dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Karena itulah
hakim menggunakan pertimbangan hukum lain yang peristiwanya relevan
dengan duduk perkara dalam sengketa ekonomi syariah yang terjadi ini.
Dasar hukum yang menjadi landasan hakim dalam penemuan hukum ini
adalah pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang mana hakim
memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami peristiwa
yang terjadi dalam perkara yang sedang dipersengketakan.

2. Penerapan ketentuan ganti rugi atau ta’widh dalam perspektif fikih pada
perkara ini belum diterapkan, karena masih memasukkan biaya-biaya yang
sudah diperkirakan terjadi, dan yang sebenarnya boleh diminta ganti
kerugian hanya sebatas pada biaya yang benar-benar nyata dan riil terjadi.
Namun penerapan ketentuan hukum ganti rugi perspektif Hukum Perdata
dalam hukum positif sudah diterapkan pada penyelesaian dan penetapan
biaya ganti rugi dalam perkara ini, sedangkan dalam Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI belum diterapkan.
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5.2 Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran
terkait dengan judul pembahsannya. Diharapkan bahwa akan berguna bagi
penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Adapun saran-sarannya
ialah sebagai berikut:

1. Dalam hal pembuatan kontrak atau perjanjian pihak-pihak yang berakad
harusnya lebih teliti agar kejadian ini tidak terulang lagi dikemudian hari.
Untuk menentukan akad yang akan digunakan pada sebuah perjanjian
seharusnya lebih memperhatikan rukun serta syarat-syarat sahnya suatu
akad tersebut, supaya tidak ada lagi kekeliruan dimasa yang akan datang
mengenai akad yang digunakan dan tidak terjadi kekeliruan dalam sebuah
hukum yang telah ditetapkan ketika terjadi permasalahan hukum atau
cidera janji sebagaimana dalam perkara yang diteliti.

2. Dalam menentukan besaran ganti rugi seharusnya pihak Penggugat
mengikuti pedoman sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan dalam
berakad. Sehingga dalam menetapkan besaran biaya ganti rugi atau
ta'widh lebih mudah. Yang mana jika menggunakan pedoman ini bisa

dilihat dengan jelas kerugian riil serta kerugian yang diperkirakan terjadi.
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